




Selanjutnya disebut sebagai; --------------------------------------------- Termohon;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 69-01-10-

34/PHPU.DPR-DPRD-XXll/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani 

Rakyat untuk Daerah Pemilihan Manokwari 3 sebagai berikut : 

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 

Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai 

berikut 

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan

terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional

oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai

politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan

3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu)

mengatur sebagai berikut

"(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan 

Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu 

secara nasiona/. 
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